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RINGKASAN

Erlina Meliyanti, Desember 2023. “SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof.
Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Adanya perubahan dan penambahan poin baru pada pengaturan sanksi administratif
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan timbul
peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan
yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah
tentang paksaan pemerintah dan denda administratif. Ketentuan denda administratif
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan ketentuan yang
belum pernah diatur dalam UUPPLH. Adanya ketentuan denda administratif dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dapat menimbulkan ambiguitas,
kerancuan dan pertentangan penafsiran apabila tidak dianalisis dan dipahami secara
cermat. Hal itu terlihat jelas dalam Pasal 513 dan Pasal 514 PP Nomor 22 Tahun
2021, bahwa terdapat dualisme makna penggunaan kata “denda”. Pasal 513 PP
Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa sanksi denda akan akan dikenakan kepada
setiap penanggung jawab usaha yang ‘terlambat’ dalam melaksanakan paksaan
pemerintah, sedangkan pada Pasal 514 PP Nomor 22 Tahun 2021 denda
administratif diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Mengenai
penggunaan kata, jelas terdapat perbedaan antara “denda” dan ‘“denda
administratif’. Namun dari segi penafsiran dan pemaknaan, kedua pasal tersebut
berpotensi menimbulkan perdebatan panjang mengenai pengertian denda
administratif mengingat pengertian denda administratif yang dijelaskan dalam
PermenLH Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif
di Bidang Perlindunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persoalan dalam
penafsiran ini berkontribusi pada melemahnya sanksi administratif terutama
mengenai paksaan pemerintah dan denda administratif sebagai sanksi yang
seharusnya paling utama dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang paksaan
pemerintah dan denda administratif pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research)
dengan tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam
berperilaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk
menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun



bahan hukum sekunder, yang terkait pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan
hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis)
berdasakan logika dan argumentasi hukum.

Paksaan pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi
negara untuk mengakhiri pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup. Proses paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, memungkinkan tiga pejabat, yaitu Menteri
Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Bupati/Walikota, untuk menerapkan tindakan
seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, tindakan pemulihan
lingkungan hidup, dan adanya sanksi denda jika pelaksanaannya terlambat. Sanksi
denda diberlakukan jika paksaan pemerintah tidak dilaksanakan tepat waktu, yang
mengindikasikan bahwa proses ini melibatkan dua tindakan hukum, yaitu perintah
untuk melaksanakan paksaan pemerintah dan penentuan denda jika paksaan
pemerintah tidak dilakukan atau terlambat dilaksanakan.

Denda administratif bertujuan sebagai hukuman langsung atas pelanggaran
lingkungan tanpa mempertimbangkan apakah pelaku telah memulihkan atau
menghentikan pelanggarannya. Sementara denda pada Pasal 513 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih berfokus pada pemulihan lingkungan. Denda
diterapkan secara bersamaan dengan paksaan pemerintah jika terjadi pelanggaran
baku mutu lingkungan tertentu. Besaran denda administratif ditentukan oleh tingkat
pelanggaran dan skala pencemaran yang diukur berdasarkan perbedaan antara nilai
aktual dan baku mutu dengan kriteria tertentu. Sanksi ini juga menuntut pelaku
untuk melakukan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari hukum administrasi.
Namun perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait denda administratif ini agar
terciptanya kepastian hukum dalam bidang lingkungan hidup. Hal ini termasuk
aspek pembayaran, jangka waktu pelunasan, dan tahapan pembayaran denda
administratif, seperti yang diatur dalam peraturan terkait bidang lingkungan
lainnya.
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ABSTRAK

Perubahan sanksi administratif tentang lingkungan hidup pada Undang-Undang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menimbulkan
permasalahan terkait ketidakjelasan pada sanksi administratif, terutama terkait
paksaan pemerintah dan denda administratif. Pasal 513 dan 514 PP Nomor 22
Tahun 2021 menunjukan dualisme makna penggunaan kata “denda”, yang dapat
menimbulkan pertentangan penafsiran. Persoalan ini berkontribusi pada lemahnya
penerapan sanksi administratif, terutama terkait paksaan pemerintah dan denda
administratif sebagai sarana utama dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang paksaan
pemerintah dan denda administratif pelaku pencemaran lingkungan hidup.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan tipe
penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian
ini menunjukan bahwa: Pertama, paksaan pemerintah dapat berwujud segala
tindakan yang dapat menghentikan pencemaran lingkungan hidup atau dapat
memulihkan sumber daya lingkungan hidup yang tercemar, dan dikenai denda atas
setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Apabila pelaku usaha
telah melakukan apa yang diperintahkan, maka pelaku usaha tersebut tidak perlu
lagi dibebankan kewajiban untuk membayar denda. Kedua, denda administratif
dijatuhkan bersamaan dengan paksaan pemerintah kepada pelaku usaha sebagai
hukuman karena telah melakukan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, tanpa
melihat apakah pelaku usaha tersebut telah memulihkan atau menghentikan
pelanggarannya. Besaran denda administratif ditentukan oleh tingkat pelanggaran
dan skala pencemaran.

Kata kunci (keyword): Paksaan Pemerintah, Denda, Pencemaran Lingkungan
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UCAPAN TERIMA KASIH
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpakan
taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan,
akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini,
sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa
disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi’in dan
pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa
mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai
pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam
kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahum 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkunga Hidup.
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